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ABSTRAK 
Kusumastuti Indri Hapsari. S351402014. Pertanggungjawaban Notaris 
Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1873/K/Pdt/2012). 2016. Program 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan Penelitian dan Penulisan, mengetahui tanggungjawab seorang 
Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta 
otentik. Mengetahui pelaksanaan tugas membuat akta otentik dalam menjalankan 
jabatannya sebagai Notaris yang baik. 
Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian 
hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan peraturan perundang 
undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan tertier. 
Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh 
hasil yaitu notaris yang bersangkutan (tergugat II) tidak professional sama sekali, 
bahkan tidak paham  mengenai hukum yayasan atau cara membuat akta perubahan 
anggaran dasar yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan dalam kasus seharusnya 
penghadap adalah pemegang kuasa risalah rapat pembina, sehingga aktanya berupa 
pernyataan keputusan rapat (PKR), sehingga notaris tidak sebatas membuat akta 
sesuai apa yang dikehendaki penghadap. Ketidakprofessionalan notaris tersebut 
mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait yaitu penggugat dan merupakan perbuatan 
melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Bentuk 
pertangggungjawabannya, yaitu:  secara perdata, administrasi, kode etik profesi 
notaris, pidana. Notaris yang baik dalam melaksanakan jabatannya harus 
berlandaskan pada asas: Kepastian Hukum, Persamaan, Kepercayaan, 
Kecermatan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Pemberian Alasan, Larangan 
Penyalahgunaan wewenang, Larangan bertindak sewenang-wenang.  
Notaris seharusnya dalam menjalankan jabatannya dalam membuat partij 
akta tidak sebatas menuangkan apa yang menjadi kehendak penghadap tetapi 
notaris harus memahami secara benar hukum yayasan dan pembuatan anggaran 
dasar yayasan. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan notaris 
seharusnya menggugat ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. 
 
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Otentik 
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ABSTRACT 
Kusumastuti Indri Hapsari. S351402014. Accountability notary against the 
law for making an authentic deed (Case study Supreme Court Verdict number 
1873/k/pdt/2012  .2016 . Notary Public Program Faculty of Law Sebelas Maret 
University . 
The purpose of research and writing , knowing the Accountability of a 
notary who do against the law in making an authentic deed. Knowing the 
implementation of the duty of making an authentic deed in running his position as 
a good notary. 
This study was a normative law research that was prescriptive. Legislation 
approach and case approach. The type of law material is primary, secondary, 
tertiary. 
Based on research and discussion carried out the  namely a notary concerned 
(second defendant ) not professional at all , not even understand the foundation of the law 
or manner of making the deed of amendment of the articles of association foundation 
.Amendment of articles of association foundation in a supposed case the appear  is a 
holder the power of minutes of meeting, the supervisors , so that the deed in the form of a 
statement the resolution of the meeting (PKR) , so that a notary not limited to only 
certificate according what desired the appear. The notary not professional result in a loss 
for relevant party such as the plaintiff and is illegal actions could be called upon 
accountability.  So result in a loss for the plaintiff and the law against and can 
requested accountability. Form of accountability, that is: in civil, code of conduct 
profession notary , criminal. To be a good notary carrying out his position shall on 
the basis of the principle of: legal certainty, equation, trust ,great precision,  
proportionality, professionalism, the provision of reason, authority abuse, 
arbitrary act.  
Notary should in running his position in making partij certificate not only to pour 
what is will penghadap but notary need to understand is right law foundation and in the 
preparation of the articles of association foundation .Parties who had losses due to what 
notary should sues compensation , the cost and flowers to a notary . 
 
 
Keyword: accountability, notary, authentic deed. 
